BAB II

KONSEPSI LEMBAGA FPERMUSYAWARATAN DALAM ISLAM

A. Konsep umum tentang pemetintahan Islam

1. Wawasan Islam tentang ketatanegaraan

Islam adalah agama (al-din) merupakan suatu
totalitas yang mencakup dua ruang lingkup, yaitu
hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia
dengan manusia serta alam lingkungan hidupnya. Seba-
ralmana yang dltegaskan Allah delam firman-nya ;
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nMereka diliputi kehinaan dimana saja mereka
berada, kecuali jika mereka berpegang kepada

tali (agama) Allah dan tali dengan merekad
(Departemen jgama RI, 1989:94).

Dimana Islam memandang penting masalah hubungan anta-
ra manusia dengan allah (hubungan vertikal) dan

antara manusia dengan manusia dalam suatu masyarakat
atau negara, bahkan mungkin pula antara negara serta

antar manusia dengan lingkungan hidupnya ( hubungan

horizontal).

Artinya, Agama Islam mengandung konsep . bidi-
mensionalis yang mencakup dua aspek kehidupan :manu-
sia yaitu aspek religius-spiritual dun aspek kemasya-

rakatan yang bertumpu pada ajaran tauhid (Azhari, 19

e}



92:22).

Islam sebagai al~din (agama) memiliki karak-
teristik sendiri., Islam tidak hanya sekedar agama
yang mengandung seperangkat dokrin ritual, tetapi is
merupakan suatu pandangan dunia holistis yang menye-
luruh dan sistematis. Islam sebagai agama mencakup
seluruh aspek kehidupan manusia. XKarenanya, aspek
kenegaraan hanyalah merupakan bagian-bagian dari
agama Islam., Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasar .-
kan pada totalitas doktrin Islam, adanya suatu peme-
rintahan yang. akan mengurus masalah- maslah kenega-
raan merupakan suatu yang nigscaya. Pemerintahan yang
dimaksud adalah suatu pemerintahan yang didirikan
oleh masyarakat (umat) muslim yang mengindahkan “da-
Sar-dasar yang diberikan oleh Syaritat Islam (Rais ,
1989:53). irtinya, Pemerintahan tersebut haruslah pe-

merintah yang Islami,

Bentuk pemerintahan yang Islami

Dalam Islam tidak kenal adanya pemisahan
(deferensiasi) antara yang profan dan yang sakral
(politik dan agama). Sebaliknya, Islam memandang bah-
wa politik (baca; negara) merupakan tugas keagamaan
dan keduniawian sekaligus yang dilaksanakan secara

simultan. Olenh karena itu politik sebagai aktifitas

kongrit menusia delam kehidupannya didunia, tidak



dipahami hanya sekedar pemenuhan tuges keduniawian
Yang lebih banyak mengejar kepentingan - kepentingan
pragmatis dengan orientasi yang bersifat jangka pen-
dek. Politik (baca: negara) diberi muatan keagamaan,
sehingga politik menemukan kenyataan hakikatnya seba-
gai refleksi tanggung jawadb (eamanat) manusia, baik

secara kemanusiaan ataupun secara ketuhanan.

Berkenaan dengan bentuk pemerintahan ini - Mu-
hammzd S.El-Wa mengemukakan bahwa tidak ada Sistem
Pemerintahan yang spesifik dengan perincian yang
jelas dalam Syari'at Islam, Syari'at Islam hanya
memberikan aturan-aturan atau prinsip=-prinsip umumnya
saja (El-wWa, 1983:91). Demikian pula halnya  dengan
Munawir Sjadzali yang menyimpulkan bahwa dalam TIslam
terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai bagi ke-
hidupan bernegara yang memiliki elastisitas dan pene-
Trapannya sesuai dengan perbedaan situasi dan kondisi
antara satu budaya dengan lainnya(Sjadzali, 1990:236).
Artinya, tentang urusan kenegaraan, Islam sengaja ti-
dak meletakkan peraturan yang terperinci untuk semua
kebutuhan hidup bermasyaraskat yang senantiasa berge-
rak maju dan berubah-ubah. Islam hanyalah memuat prin-
sip-prinsip dasar yang penting dan bersifat umun,
Tampaknya aAllah memang sengaja membiarkan untuk tidak
menyebutkan bagian perbagian secara terperinci dan

khusus tentang bentuk pemerintahan Islam. Hal ini
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dimaksudkan agar lewat ijtihad umat Islam mampu me-
gembangkannya menjadi Sistem politik‘dan perundang-
undangan yang sesuai dengan kebutuhan waktu. dan

lingkungannya (El-wa, 1985:112).
Prinsip-prinsip Dasar Pemerintahan Islam

Dalam suatu Pemerintahan Islam terdapat
seperangkat tata nilai atau ajaran-ajaran pokok Islam
yang merupakan prinsip ~-prinsip dasar yang harus di
tegakkan. Karena walaupun Islam tidak mengatur seca-
ra rinci dan teknis tentang Pemerinta Islam, hal
tersebut tidak berarti bahwa Sistem politik ( baca ;
pemerintahan) yang terdapat dalam al-Qur'an dan Su-
nah Rasul merupskan hayalan dan utopia belaka, dalam
arti tidak dapat di realisasikan dalam kenyataan.
Secara tegas al-Qur'an dan Sunnah Rasul menggariskan
metodologi politik yang sangat jelas yang selamanya
sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan kon=-
disi masyarakat yang senantiasa bergerak ma ju.
Artinya, setiap Pemerintah Islam, harus berdasarkan
peinsip-prinsip politik dan perundang- perundangnya
kepada al-Qur'an dan sunnah kasul. Karema itu, prin-
sip-prinsip konstitusional dan politik terikat Kepa-
da kedua sumber pokok Syari'at tersebut. [alam hal
ini, M.amin Rais berpendapat bahwa nilai-nilai .polie=

tik atau prinsip-prinsip konstitusional yang mesti
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ditegakkan dan dijadikan pilar-pilar pengelolaan
Suatu pemerintahan (negara) Islam adalan musyawarah,
keadilan, kebebasan atau kemerdekaan, persamaan dan
tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat (Rais, 1989:
55).

a. Musyawarah

Dalam prinsip-prinsip perundang - undangan
Islam, musyawarah ainilai sebagai lembaga yang
amat penting artinya, penentuan kepijaksanaan
pemerintah dalam Sistem Pemerintah Islam haruslah
didasarkan atas kesepakatan musyawarah (pl=ya, 19
83%:115).

Dalam al-Qurtan ada dua  yang mengariskan
prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip da-
sar Femerintahan Islam haruslah didasarkan peme-
rintah Tslam. Ayat yang pertama adalah ;
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nSedang urusan mereka (diputuskan ) <engan

musyawaran antara mereka" (pDepartemen jga-
ma RI, 1989:789).

ayat ini menggambarkan bahwa dalam setiap persoa-
lan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan
winum Nabi selalu mengambil keputusan setelah ‘me-
lakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Beliau
melakukan hal ini, karena prinsip musyawarah ada-

lah merupakan suatu perintah dari asllah sebagai=-
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mana digarisken dalam ayat kedus dengen tegas

menyebutkan perintah tersebut ;
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"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam
urusan itut (pepartemen Agama RI, 1989:103)

Ayat yang terahir ini apabila dijadikan sebagai
sustu garis hukum maka ia dapat dirumuskan seba-
gai berikut ; "Hai Muhammad, engxau wajib bermu-
syawarah dengan para sahabat dalam memecahkan se-

tiap masalah kenegaraan%, atau lebih umum :"gmat
Islam wajib bermusyawaranh dalam memecahkan setiap
masalah kenegaraan", Kewajiban ini terutama dibe-
bankan kepada setiap penyelenggara rekuasaan

negara dalam menjalankan kekuasaan itu.

Keadilan

Islam menempatkan aspek keadilan paca posi
si yeng amat ting i dalam pistem peruncang-unda-
ngan., Tiada Sistem yang lebih lengkap, kecuali
Islam (El=-wa,198%:127). Karena dalam panuangan
Islam perincian suatu negara harus bertujuan un-
tuk melaksanakan xeadilan dalam arti -~ seluas=-

luasnya.

Dalam doktrin Islam sebagaimana ditegaskan

oleh |rarcel A. Boisard "kezsdilan, merupakan pusat
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gerak dari nilai-nilai moral yan, pokok " (Boisard
1980;35). Maka keadilam merupakan salah. satu prin-
sip yang emat penting dalam al-Qurtan., rerlu di
perhatikan lima ayat al-Qur'an yamg mengandung
peiintah supaya manusia menegakkan keadilan “dian-
tara sesamanya yaitu : Sutar 4l Maidah ayat 8, su-
rat Al antam ayat 90, Surat in-Nisaa' ayat 58 dan

135, Surat Asy-Syura ayat 15.

Keadilan dalam Islam bersifat mutlak den
menyeluruh. pengan demikian, Islam mewajibkan pe-
nerapannya terhadap kaum muslimin maupun non
muslim, teman atau lawsn. Keadilan dalam Islam
tidak terpengaruh oleh hubungan kerabazt, Kebebasan,
kekuasaan. Sebaliknya juge tidak boleh terpengaruh
oleh rasa benci atau permusuhan atau faktor apapun

(Musa, 1991:185) .

Persamaan
Irinsip persamaan dalam Pemerintah Islam
mengandung aspek yang luas. xarena dia mencakup

persamaan dalam segala bidang kenhidupan persamaan
itu meliputi bidang hukum, politik ekonomi, sosial
dan lain=-lain,

Prinsip persamaan dalam Islam dapat disim =
pulkan didalam al-gur'an, Surat il=-Hujarat ayat 13

yaitu :
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"Hai manusia, sesungguhnys kami menciptakan
Kamu aari seorang laki-laki oan seorang pe-
rempuan agn menjaaiken Kemu berbangsa-bange
Sa uan bersuku-suku supaya kamu saling me -
ngenaln (pepartemen ;gama RI,1989:547

Dari ayat tersebut dapast ditarik suatu prinsip
bahwa dslam Islam manusia memiliki keduaukak yang
sama. Inilah yang disevut persamean calem pemerin-
tahan Islam., Prinsip ini oleh Marcel a. piosard
dinamakan sebagai soko guru cari sruktur sosial

Islam (Boisard, 1989:120).

Dengan demikian prisip persamaan merupakan
salah satu tiang utama dclam bangunan Iegara menu-
rut al-gur'an dan punnah . Tanpa ini bengunan men-

jadi goyah dan tidak mungkin bertahen.
d. ¥ebebasan

Islam mengakui adanya prinsip kebebasan,
bahkan menjamin sepenuhnya dan dinilai sebagai
dasar setiap muslim, Karena dalam pandangan Islam
1llah menciptekan manusia dengan ritrah ( nature)
bebas untuk memilin, bebas untuk mengemukakan pen-
dapat dan bebas untuk melskukan suatu berdasarkan

pikiran dan penuapatnya itu (kl=wa, 1983:135).
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Karena pada umumnya prinsip kebebasan dalam
Pemerintah Islam memiliki beberapa cabang yang
dapat dianggap sebagai nhak dasar manusia diantara-
nys sdalah :kebebasan beragame, kebebasan berpikir
dan menyatakan pendapat sebagai buah pikirannya,
kebebasan untuk berbuat don memilih pekerjaan dan
kebebzsan untuk memilih tempat Kedieman (szhary ,
1942:97). Akar dari berbagail kebebasan tersebut
adslah kebebasan berfikir, dan Islam menzanggap

kebebasan berfikir ini sebagail hak mutlaek manusisz.
e. Pertangcung jawaban pemerintah terhadap rakyat

Prinsip ini berkaitan dengan konsep Kekuwa=
saan sebagal amanat. Dimana dalam ¥remerintah Islam
kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah
yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk
dipelihara dan dilaksanzkan dengan sebaik- Dbaiknya
sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan
dalam al=Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah .
Sebab kekuasaan ini kelak akan dipertanggungjawab-
kan kepada Allah (Azhary, 1992:79). Dalam arti
pertanggungjawaban kepada rakyat selaku pemberi
amanat untuk mengatur atau menyelenggarakan peme-
rintahan dan pertanggungjawaban kepada Allah

selaku pemegang kekuasaan mutlake.
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4, Tujuan Pemerintah Islam

Adapun tujuen dari pemerintahan yang diridhoi
oleh Islam adalah tujuan yang sangat luas, yaitu

tujuan yang memiliki banyak sasaran (kusa, 1991:174).

Diantara tujuan penyelenggaraan pemerintah Islam
adalah :
a., Untuk menghindari terjadinya ekspoitasi antara

manusia, antara kelompok dalam masyarakat.

b. Untuk memelihara kebebasan, baik ekonomi, politik
pendidikan atau agama, bagi para warga negara dan
melindungi seluruh warga negara dari invasi nega=-
ra lain.

¢c. Untuk menegakkan sSistem keadilan sosial Yang
seimbang sebagaimana dikehendaki al=-Qur'an,

d. Untuk mencegah setiap kejahatan dan mendorong se-
tiap kebajikan yeng telah ditetapkan al-Qur'an,

e. Menjadikan negara sebagal tempat tinggal yang
teduh dan mengayomi bagi setiap - warga negara
dengan melakukan hukum tanpa diskriminasi (Al Ma=-

ududi , 1993:31),

Sementara itu M.Yusuf Musa menyimpulkan bahwa
tujuan dari penyelenggaraan pemerintah Islam, seca=-

ra garis besarnya adalah :

a. lengajak menusia kepaua Islam dengan kasih sayang

melindungi seseorang dari tindakan anti agama
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serta membela Syari'at Islam terhadap seseorang
yang ingin melanggar hukumnya.

b. Mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan
umat dan saling tolong menolong sesama mereka,
memperbanyak sarana kehidupan yang baik setiap
warga negara sehingga seluruh umat dapat menjadi
laksana bangunan yang kokoh.

c. Melindungi tenah air dari kejaliman, kedurhakaan
dan tirani, memperlakukan mereka seluruhnya sama
dalam memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa
adanya perbedaan antara pemerintah dan rakyat,

kuat dan lemah, kawan dan lawan (Musa, 1991:115).

Tetapi jike dikaji lebih lanjut, maka tujuan

yanig peling jelas adalah setiap pemerintah Islam
haruslah berusaha mencapai terciptanya identites
Islam dslam masyarakat, maksudnya adalah seluruh

aspek kehidupan perorangan maupun pemeiintah harus-
lah berpijak pada prinsip Islam. Pijakan tersebut
diwujudkan dalam pengikatan diri terhadap peraturan=-
peraturan Islam serta penerapan dari peraturan-pera-
turan itu dalam pelaksanaan peranan pemerintah.
Hukum yang mengatur Sistem pemerintahan merupakan
perwujudan dari ajaran Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pemerinta?
Islam adalah menegakkan iman dan Islam serta -menga-

malkan kepentingan pemerintah dalam mencapal usaha -
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nya (El-wa, 1983:103).

B. Konsepsi Lembaga Permusyawaratan dalam Islam

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa musyawarah
merupakan suatu prinsip konstitusionzl dalam peme=-
rintahan Islam. Kerernd musyawarah merupakan suatuprinsip
maka bagaimana aplikasi atau penerapannya al=Qurtan
dan Sunnah Rasul tidak mengaturnya. Hel ini sepenuhnya
diserahkan kepada menusia untuk mengatur dan menentukan-
nya (Azhary, 1992:84). Pada masa Rasulullah, beliau
selalu mengumpulkan para sahabat dimasjid Madinah uantuk
bermusyawarah setiap kali menghadapi masalah kenegaraan,
Nabi tidak pernah memecahkan masalah yang menyangkut
kepentingan umum seorang diri. Beliau adalah orang yang
paling banyak melakukan musyawarah apabila menghadapi
suatu masalah umat Islam ketika itu (Syafi‘*i Ma'arif, 19
85:40). Pada waktu itu, musyawarah cukup dilakukan di
masjid, kerena masjid pada hakekatnya merupakan pusat
seluruh kegiatan, baik ibadah :maupun mu'amalah dalam

makna hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan,

Tradisi ini dilanjutkan oleh empat Kholiiah yang
menggantikan Rasulullah, misalnya masalah suksesi jaba=
tan kholifah dipecahkan melalui nusyawarah aiantara
tokoh-tokoh Madinah ketika itu yang pada umumnya adalah
para sahabat Rasul, Kemudian, dalam sejarah Islam dija-

man pemerintahan sbbasiah ada suatu [embaga permusyawa-
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ratan yang disebut Dewan syura atou anlul jjalli ywal
'Aqdi. anpgoie=anggota Lembepga tormmsyowsreyon ini ada-

lah pilihsn rekyet. Lembage ini pula yeng memilih Kepa-

la pemerintahan rropinsi (.zhary, 1992:85). Mengingat
institusi ;olitik dan negara calam sej.run manusia

Selalu mengelami perkembangan dsn peubuhan, paka ~ apli-
dasl sucyawsroeh sedam puncrinten Tslam boleh mengiku-
i bentuk den cara lembuga-lembuge politik dan negara
yeng selalu berubsh den berkembang itu cejauh tiuzk ber-

tentangen atau menyimpang watl jiwa al=, uvelon dan trad-
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1., Kedudukan cen fungsi Lembaga Permusyawaratan dalam

Islam
5zlan satu doktrin pokok dalam al-jurtan ada-
lah bahwa kekuasaan hakiki, penguasa hakiki dan

pemilik hakiki seluruh alam semests ini adalah Allah.
Artinya, calam Islam terdapat suatu prinsip bahwa
kedaulatan de jure merupakan milik Allah yang kedau=-
latan de ifaktonya terbukti delam penyelenggaraan
alam semesta (Meududi, 1990:240), al=jur'an dalam

alah satu ayatnya menyebutlkan banwa

/’/’7;1 A 'Y |
[
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vy epunyaan sllahlah kerajoan langlt den bumi
dan allah iana Kussa atas sezala sesustu (De-

partemen hAgama KI, 1989: 109).
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Ayat diatas secara jelas mengimpormasikan bah-
wa sesungguhnya penguasa hakiki dan mutlak adalah
Allah., Kekuaszannya sangat luas dan tidak terbatas,

mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta 1ini.

Kemuaian tentang posisi manusia dalamhubungan-—
nya dengan illah sebagai penguasa yang hakiki dan
mutlak, al—qur'an menyebutkan bahwa

19__,né 5 ZJ°3ﬂ‘ g_Ly:Es.Lg\=if4le LJJ _NB 3\9
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"Tngatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada pa-
ra palaikat :"gesung vhnya aku khendak menjadi-
kan seorang kholifah dimuka bumiv.Mereka bver-
kata “mengapa Engkau menjadikan (kholifah) di
muka bumiitu orang yang akan membuat kerusakan
padanya dan menuipahken darah, padahal kami
senantiasa bertusbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan pnekau?", Allah berfirmen ; "Sesung-
guhnya aku.mengetahuiapa yang tidak kami'keta-
huin (pepartemen agama KI, 1989:13).

ayat tersebut melukiskan suatu dialog eantara Allah
dengan para malaikat tentang keinginan Allah  untuk
menjadikan manusia sebagai Kholitah-Nya dibumi. Makna
»holifah dilihat dari segi Hukum Islam ialah posisi
manusia sebagai penzemban amanat allah. Dalam hal
ini Allah telah  melimpahkan suatu tugas kepada

manusia untuk mengatur dan mengelola bumi dengan .se-
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baik~baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang di ga-

riskan-Nya (aAzhary, 1992:78).
a. Kedudukan l,embaga Permusyawaratan dalam Islam

Tenjabaran kedaulatan Tuhan kedalam kompo=-
Ssisi dan struktur kenegaraan dilimpahkan kepada
umat manusia sebagai wakil dari penguasa yang
tertinggi, yakni allah (Maududi, 1990:168-169),
Selanjutnya manusia menaeleg zsikan kekuasaan: ter-
sebut kepada psra wekilnya uniuk mengurus masalah
masalan pemerintahan, yang duduk dalam Lembaga

Permusyawaratan.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa ke-
kuassan yang dimiliki oleh manusia nanyalah seke=
dar amanat dari apllah dan kekuasaannya itu bersi-
fat nisbi (relatif) can temporer, yang kelak
harus diperianggungjaewabkan dihadapan allah yang
telah mendelegasikan kekuasaan tersebut padanya.
Dengan pemahaman tersebut, maka dengan sendirinya
Lembaga Permusyawaratan dalam Islam, yang dalam
terminologi figqh disebut.pghlul jjalli wal ‘'aqdi,
mempunyai kedudukan yang terbatas. Lembaga pPermu-
syawaratan dalam Islam hanya ditempatkan sebagai
media penafsiran terhadap keltentuan Syaritat apa-
bila penafsiran hukum tersebut memang diperlukan,

Sedampgkan apabila perintah-perintah atau Hukum
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yang telah jelas dan tegas dalam Syari'at, Lembaga
tersebut tidak diberi wewenang untuk melaksanakan
rertimbangan secara msnuiri, sekalipun seluruh
rakyat bersepakat bulat untuk merubshnyz (Maududi,
1990:160). Artinys, PTrinsip permusyawaratan dalam
Islam telan jelas dan tegus dinyetakan dalam pNssh
baik al-Qur'an meupun Sunnai Raésul , dan Kepuiusan
yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peri=-
tan perundang-undangan yeng dinyatakan dalam al-

Qur'an dan Sunnah Rasul (El-wa, 1983:120).

b. Fungsi lembaga Fermusyaweratan calam Islam

g
Lembaga rermusyawaratan dalam Islam mempu-
nysi sejyumlah fungsi yan, harus cilaksanakan Tyai-
tu;
1. Menegakkan ketentuan yang diatur secara tegas
dalam Syara' yang menjadi suatu undang-undang.
2. Memutuskan salah satu penafsiran dari pedoman
pedoman syara' yang mempunyai Kemungkinan = in-
terpre tasi lebih dari satu.
3. Memutuskan hukum suatu masalah yang pedoman dan
sifat-dasarmya tidak diatur dalam syara' sepan-
Jang tidak bertentangan aengan jiwa aan semagsat

Sari'at (Maududi, 1990:240).
2. Fembentuksn Lembaga Fermusyawaratan dalam Islam

Dalam uraian sebeluunya telah aljelaskan vahwa
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keluwesan Islam nampak dari subtansi ayat-ayat. hukum
yang dijumpai dalam asl-Qur'an. pDimana untuk bidang
mu'amalah, yakni yang berkenaan dengan soal-soal ke-
masyarakatan dan kenegaraan, sengaja tidak diatur
secara rinci dan teknis. Akan tetapi hanya cukup
prinsip=prinsip dasar yang penting dan bersifat ma-
pan. Untuk rincian dan segi aplikasinya diserahkan
kepada kewenangan manusia untuk memikirkannya mela-
lui ijtihad dengan menggunaken akal pikitannya., Hal
ini merupakan suatu nikmah yang bemar Dbagi umat
manusia karena logika al-Qur'an didasarkan pada an=-
tisipasi bahwa masyarakat manusia selalu mengalami
perubahan, perkembangan dan kemajuan. Dengan alasan
itu, segi-segi yang bersifat teknis dan aplikasi
segaja dibiarkan terbuka dan tidak perlu diatur da-
lam al-Qur‘an, mengingat sifat kitab suci 1ini yang
eternal (lestari),

Sehingga masalah pembentukan Lembaga Permusya-
waratan dalam pemerintahan Islam, yakni soal bagaima-
na cara pengisiannya, Islam hanya memberikan pe-
tunjuk-petunjuk umum berupa prinsip-prinsip dasar
yang penting dan mapan saja, tanpa perincian yang
detil. Soal rimneian dan segi aplikasi dari cara - pe-
ngisian keanggotaan Lembaga Fermusyawaratan diserah-
kan sepenuhnya pada kewenangan manusia untuk ~ wWen-

cari model dan cara yang tepat dan ideal, sesuai
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dengan tingkat intelektuazlnya, yang sudah barang ten-
tu disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi dari
masyarakat yang melingkupinya, dengen ketentuan tidak
bergeser dan lepas dari prinsip=-prinsip dasar yang

telah digariskan oleh Syari'at.

Jadi apabila kites ingin menentukan cara Yyang
Islami dalam proses pembentukan atau cara pengisian
keanzgotaan Lembaga termusyawaratan, maka tidak boleh
tidak kita harus merujuk paua prinsip-prinsip umum
yang digariskan oleh al=Qur'an atau al-Hadis. = Disam-
ping juga merujuk pada fakta historis Islam periode

awal.

Setelah mempelajari prinsip-prinsip umum yang
digariskan oleh al=-wur'an dan al-Hadis, juga mencer-
minkan fakta historis Islam periode awal, maka dapat
diketahui bahwa berkenaan dengan proses pembentukan
atau cara ditempuh dengan jalan pemilihan, penunjukan
dan pengangkatan .

a, Pemilihan

Lalam al-Qur'an ada satu ayat yang dapat
dijadiken prinsip dasar tentang pembentukan atau
cara pengisian keanggotaan Lembaga Permusyawaratan
yang kemudian dari prinsip dasar tersebut dapat

dikembangkan ketentuan-ketentuan lain yang lebin



khusus. Adapun ayat yang dimaksud adalah .
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"Sedangkan urusan mereka (diputuskan dengan
musyawaran antara mereka" (Depertemen j,gama

ayat ini dapat dipandang sebagai materi .esensial
dalam hal administrasi kenegaraan dan mempengaruhi
selurun aspek kehidupan politik. Lafadz uﬂ-;ﬁf
menunjukkan pada semua urusan yang bersifat umum.
Artinya, ia menunjuk para prinsip perwakilan yang
harus menjadi azas kekuasaan pemerintah (Asad, 1985
82). Sehingga semua urusan yang berkaitan  dengan
masalah kenegaraan (kemasyarakatan) harus di musya-
warahkan dengan melibatkan seluruh masyarakat atau
dalam suatu lembaga yang dipandang representatif
mewakili rakyat secara keseluruhan. Berkenaan (eé=
ngan masalah ini, dalam Islam dikenal suatu metode
maslahah mursalah, sebagaimana di introdusir oleh
Imam Malik, yang dapat dijadikan dasar untuk . mem-
bentuk suatu lembaga tertentu sebagai wadah bermu-
syawarah (D. Ali, 19¢8:97). Artinya, Islam tidak
melarang pembentukan suatu lLembaga Permusyawzratan
yang anggotanya dipilih sendiri oleh rakyat guna me
wakilinye untuk urusan-urusan kenegaraan. = Dengan
catatan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Lembaga

Permusyawaratan tersebut benar-benar mencerminkan
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menyuarakan aspirasi dan suara rakyat yang telah

memilihnya.

Lafadz Oﬁ'ﬁﬁ pada ayat tersebut diatas
menunjukkan pada seluruh masyarakat Islam. sehing-
ga pembentukan atau cara pengisian keanggotaan
Lembaga Permusyawaratan tidak bisa tidak harus Mmen
cerminkan kepéntingan seluruh anggota masyarakat.
Sifat representatif seperti ini tidak mungkin da=-
pat diwujudkan apabila rakyat tidak terlibat
langsung dalam proses pembentukan Lembaga I eTIiiu=
syawaratan tersebut, Artinya, Lembaga Frermusyawa-
ratan tersebut akan representatif apabila para
an;gotanya dipilih oleh rakyat sendiri melalui

pemilihan umum yang bebas (Asau, 1985:83).

Kemudianapabila kita mengacu pada fakta
historis, yakni pada masa awal Islam, maka kita
perlu memahami situasi dan kondisi khusus  yang
ada pada waktu itu agar tidak terjadi kesalahan
dalam memberikan penilaian. Sebagaimana kita ke-
tahui, Islam bangkit di Mekkah sebagai suatu ge~
rakan idiologis. Dan gambaran yang melekat pada
gerakan idiologis adalah bahwa orang-orang perta=-
ma yang mengakuli gerakan tersebut dianggap seba=-
gai sahabat- sahabat dan rekan sejati sekaligus

juga sebagai para penasehat para pemimpin gerakan



ini. Oleh karenanya, uidalam Islam orang =~ Orang
yang pertama kali bersekutu dengan Rasulullah dan
gerakan beliau, secara alamiah otomatis menjadi
para penasehat beliau yang perlu diajak bermusya=
warah dalam suatu urusan jika al=-Qur'an tidak atau
belum mengungkapkan perintah atau petunjuk yang
jelas dan pasti, Tetapi jika derah baru yang di-
paduken dengan batang tubuh politik Islam wuntuk
perjuangan melawan kekuatan lawan mengingat, orang
oarang yang mengabdikan diri melalui pengorbanan-
pengorbanan, wawasan dan nikmahnya, secara alami-
ah menjadi terkemuka tanpa mereka sendiri secars
sengaje melakukan usaha untuk menjadi terkemuka.
Sehingga, pemilihan ini terlaksana bukan dengan
cara pemungutan suara tetapi melalui uji praktek
dan pelaksanaan kerja, yang tak pelak lagi menja-
di metode alamiah yang handal (Maududi, 1990:;260).
Dengan demikian wajarlah kiranya jika tokoh-tokeh
yeng lewat upayanya telah menyebabkan Islam tum~
buh subur dan berkembanz di Madinah, ini memjadi
para pemimpin masyarakat yang baru terbentuk itu
beserta organisasi politiknya. Den juga wajar ki-
ranya jika orang-crang ini menjadi wakil Takyat
dan anggota Lembaga Permusyawaratan melalui pXo-
ses alamiah, Bahkan jika pemilihan dalam  bentuk

moderen harus juga dilaksanakan niscaya orang-



orang inilah yang akan dipilih, karena mereka te-
lah memperoleh kepercayzan umat Islam dengan ting-

kat sedemikian rupa.

Kalau dilihat dari pemahaman historis ter-
sebut maka seandainya para khulafaurrasyidin itu
menghadapi persoalan-persoalan seperti yang aua
sekarang, niscaya akan mencari metoue politik yang
berbedz dengzan apa yang mereka terapkan 14 abad
yang silam. ,rtinya, mereka pasti akan membentuk
Lembaga Permusyawaratan inelalui sarsne pemilihan
umum. Sebab pada masyarakal yang mejemuk dan kKom-
plek seperti sekarang ini pemwhamen umat dan prin-
Sip-prinsip permusyawaraian ualam arti yeng sesu-
ngsuhnya tidak dapat terwujud kecuali dengan ja-
lan pemilihan umum. Karena inilah satu- satunya
sarana yang memungkinkan bagi citampilkannya para
calon yang untuk kemuaian sepenuhnya diserahkan
kepsda rakyat untuk menentukan pilinannya (Asad,
1985.84).

Jadi agar sifat representatif yang melekat
pada Lembaga rermusyzwaraten bisa tercapal, maka
proses pembentukan atau cora pen.isian keanggota=-
an Lembaga Permusyawaratan harus melalui pemili-
han umum yang bebas. Sehingga dengsn pemilu " ter-

sebut takyat dapat memhilih wakil-wakil rakyat
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yang duduk sebagui enggota Lembasga Permusyawarstan
betul-betul wakil rakyat yang dapat mencerminkan
atau menampung dan menysalurkan sspirasirakyat yang

telah memilihnya.
Penunjukan dan pengangkatan

Disamping dengen jalan pemilihan,proses pem
bentukan atasu cara pengisian keanggotaan Lembaga
Permusyawaratan dalam pemetfintahan Islam juga di
kenal atau dilakukan dengan jalan penunjukan dan
pengangkatan. pinana pembentukan Lembaga Fermusya-
waratan juge bisa dilakukan dengan jalan menentu-
kan anggota-anggotanya melalui penunjukan dan
pengangkatan dari Amir yang bisa alanggap represe=-
tatif. Dengan pertimbangan bzhwa Amir tersebut me=-
mengku jobatannys berdasarkan mandat rakyat yang
pada gilirannya dapat dianggap mencerminkan _aspi-
rasi rekyat (asad, 1989:85-84). Jadi  sebagaimana
dijelaskan oleh Dr. M. abdul Qodir ,bu Faris dalsm
buknunye !jakixat Sistem Politik Islam bahwa cara

pengisian kKeanggotaan Lembaga rermusyawaratan di

(99}

amping dengan pemilihan langsung oleh rakyat juga
ditempun dengan jalan penunjuken dan prengankatan
oleh pemerintah, yang diwalamnya terazpaet para u-

lama, keum teknokrat dan pakra pakar (paris, 1987 :

135), sengen pertimbangan bauwa dengan menempuh



jelan penunjukan dan pengangkatan ul samping deng-
an jalan pemilinan, Lembaga rermusyawaratan terse-
but akan benar-benar representatif dan mampu men-
jadi wakil rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh

rakyat.

Apabila ditelusuri lebih jauh tentang ' pro-
ses pembentukan atau cars pengisian keanggotaan
Lembaga permusyawaratan delam sistem politik Islam,
dengen jzlan penunjukan usn pengangkatan dapat di
lihat pada realitas historis, yakni pada masa
khulafaurrasyidin, tetspnya pada masa kholifah (-
mar bin rhathab. palam hsl ini ymar bin Khathab
menunjuk enam orang sahabat Rasulullah SAW untuk
duduk sebagai anggota Lembaga Permusyawaratan yang
bertuges untuk memilih khelifah penggantinya bila
ja sudah wafat (Pulungan, 1994:71). Keenam sahabat
tersebut adalan Zubair bin iwwan, sbdurrahman bin
tauf, ali bin abi Thalib, Ustman bin sflan, Thal-
hah bin ybaidillah dan Sa'aa bin abi Weqash ( Mu-

sa, 1990;112),

Berangkat dari uraian distas, maka dapatl ter-
panzmi bahwa mengenai pembentukan atau cara pengisian

kKeanggotaan Lembaga terausyawaratan dalam pemerintan-

an Islam diperkenankan menggunakan metode - metoae,

cara-cara yang dipandang paling baik dan ideal, sesu-
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ai dengan situasi dan kondisi mesyerakatnya. Apakah-
itu dengan metode pemilihan, penunjukan atau dengan
pengangkatan atau bahkan dengan jalan kombinasi ai-
antara metode-metode tersebut, bahkan bisa juga
dengan metode-metode lainnya yang dianggap bhaik. Hal
tersebut sangat terbuka kemungkinannya dengan per-
timbangan bahwa masyarakat senantiasa bergerak dina-
mis dalam kehidupannya. Sehingia dalam setiap waktu,
situasi dan kondisi tertentu selalu mengalami ;eru-
bahan-perubahan, berkembang sesuai dengan tingkat in-
telektualitasnys yang paca gilirannya penemuan-pene-
muan atas metode-metode baru yeng lebih baik bagi
pembentukan atau cara pengisiun keanggotaan ILembaga
Fermusyawaratan merupskan sesustu yang niscaya, yang
penting Lembaga Fermusyawaratan yeng dibentluk harus
represenfatif dan mencerminkan aspirssi pemilihnya ,
yakni rakyat. Dan yasng lebih prinsip lagi, metode-
metode yang ditempuh tidak bertentangan dengan keten-

tuan umum yang telah dengen jelas ditetapkan oleh

Syaritat Islam.

Susunan «eanggotaan Lembaga Permusyawaratan
Sebagaimana dijelaskah sebelumnya banwa Lem=

baga Permusyawaratan dalam pemerintanan Islam harus

representatif dan mencerminkan aspirasi pemilihannya.

Artinya, seluruh lapisan dan golongan masyarakat ha-
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rus terwakili dalam Lembaga Permusyawaratan tersebut.
Sehingga semua kepentingan masyarakat dapat tertam-

peng dalam Lembaga FPermusyawaratan tersebut. Jadi un-
tuk susunan keanggotaan Lembaga Permusyawaratan ini
Islam mensyaratkan agar seluruh lapisan dan golongan
yang ada dalam masyarakat dapat terwakili, sedangkan
bagaimans detilnye, Islam menyerah<an Sepenunnya pada
umat manusia untuk memikirkannya denzun days pi.irnya
bugi peneiuan komposisi yany pas dan ideul untuk su-
sufian keang:sotaan Lembaga Fermusyawaralan tersebut.
Artinya, Islam nanya wemberikan ateu mneletakkan prin-
Sip-prinsip dasarnya saja yang dapat aijadaikan penga=-
gan calam menentukan susunan keanggotaan Lembaga
Fermusyawaratan. bimana lslam membuks peluang aan
kesewpatan pada ‘umat manusia bagi penemuan berhagai
dasar yang telah di tetapkan Islam tersebut (Faris ,

1987:133). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hal ini
merupaken salah satu keistimewaan agama yBug univer-

sal, tiazk pernah mews jibkan kepada umat Islam supaya
menerapkan suatu tata cara tertentu yang kadang- ka-
dangz sesuai untuk suatu masa tetapi tidak sesuai un-
tuk masa-masa mendatang, dan justru akan mendatangkan

kesulitan bagi umat.

wenurut pandangan Islam, yang penting adalah

tegaknya hakikat musyawarah didalam nasyarakatl (negara)



dan terlaksananya hakiket itu dalam realitas Xehidu-
pan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-
negara, tcnpa membatasi sarananya. Dengan demikian
Islam memperbolehkan penggunaan berbagai cara atau

metode yang berkembang pads suatu masa dalam menetsp-
kan susunan keanggotaan Lembaga Permusyawaratan yang

ideal.

Berocasarkan kajian yeng dilakukan atas sejum-
lah literatur dan pemahaman atas realitas sejarah
maka pacda aasarnya susunan keanggotaan lembaga Frer-
musyawarctan dalam lremerintanan Islam terdiri atas :

a. Golongan yang dipilih langsung olenh rakyat

0D 2 o7 L 02 e -
Berdasarkan ayat ~4ﬂﬂ%£=ﬂJJL#JdAe;ﬁr3

maka kaidah musyawarah ini ini harus daijadikan
azas untuk ditetapkan pada seluruh aspek kehidu-
pan politik, seningga tugas penting legislatif
dslam suatu negara menurut Islam, tidak bisa +tji-
dak, harus diserahkan kepada Lembaga Permusyawa-
ratan yang anggota-anggotenya uipilih sendiri
oleh rakyat (asad, 1985:82). Jadi agar prinsip
perwakilan calam pemerintahan Islam dapat .térea-
lisirkan, maka dalam susunan keanggotaan Lembaga
Permusyawaratan harus ada jolongan ya3ng dipilih

langsung oleh rakyat yang paca gilirannya nanti

uiharapkan Lembaga Permusyawaratan tersebut benar-



40

benar merupakan wekil rakyat, tempat menyalur aspi=-

rasi dan suara rakyat.
Golongan pemimpin yang mewakili. daerahnya

Berdasarkan realitas historis terlibat bahwa
para pemimpin suku atau kabilah mendapat kemenangan
untuk mengemukakan pendapat atas nama suku atau
kabilahnya. Sehingga apabila diadakan musyawarah
tentang persoalan umum kemasyarakatan (negara )maka
mereka dilibatkan didalamnya. Artinya, dalam Lemba-
ga Fermusyawaratan itu ada golongan pemimpin " yang
mewakili suku atau kabilahnya yang menguasai daerah
tertentu (Asad, 1985:97-98).

walaupun pada masa awal Islam, pembentukan
Lembaga Permusyawaratan tidak melalui pemilu seper-
ti cara modern, melainkam para kholifah hanya me-~
ngundang para pemimpin suku atau kabilah itulah

yang akan terpilih untuk mewakili golongannya.

Golongan para pakar

Yang termasuk dalam golongan ini adalah "me-
reka yang mempunyai wawasan luas dan pengetahuan
mendalam tentang yurisprudensi serta literatur al-
Qur'an. Dimana dengan keahliannya itu rakyat dapat
mengancalkan mereka untuk mengurus masalah- masalah

yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan (kene-
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garaan ), Jadi anggota Lembaga lermusyawaratan ti-

dak saja harus tersusun gtas orang=-orang yang pe=-
tul=-betul memahami nash-nash Qur'an dan Hadis, te-
tapi juga harus merupakan Ulil albab yang memiliki
kemampuan besar dan pengalaman yang luas yang
mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam perscalan
kemasyarakatan (kenegaraan) secara umum. Artinya,
pendidikan dan ketajaman intelektual anggota | Lem~
baga Permusyawaratan harus ada polomgan para pakar
yang ahli dalam bidangnya masing-masing yang men-
jadi spesialisasinya. Sehingga diharapkan semua
persoalan umat (negara) yang timbul dapat dicarai-
kan solusinya dalam Lembaga Permusyawuratan terse-

but.



